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KATA PENGANTAR 

 
 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terus berupaya mendorong 

peningkatan integritas, performa aparat pengadilan dan kualitas pelayanan pada 

masyarakat pencari keadilan. Berbagai program telah dilaksanakan untuk mendorong 

terjadinya perubahan yang signifikan di pengadilan, salah satunya adalah upaya untuk 

mewujudkan Zona Integritas di seluruh pengadilan.  

Outcome dari pembangunan Zona Integritas adalah terbentuknya WBK / WBBM 

di satuan kerja. Pembangunan WBK dan WBBM secara bertahap di lingkungan peradilan 

diharapkan akan memberikan kontribusi nyata yang dapat mendorong terwujudnya 

perilaku aparat peradilan yang berintegritas dan bermartabat. Pedoman ini bersifat 

dinamis, dalam arti arahan di dalamnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan 

perubahan peraturan, yang mengarah pada terwujudnya zero tolerance approach 

(pendekatan tanpa toleransi) dalam pemberantasan korupsi.  

Di tahun 2019, 30 satuan kerja di lingkup peradilan umum telah meraih predikat 

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan pada tahun 2020 ini, 155 satuan kerja akan diusulkan 

WBK serta 30 satuan kerja yang telah mendapatkan predikat WBK diusulkan untuk 

mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).  

Guna meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan unit kerja yang telah 

membangun Zona Integritas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan 

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. 
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Sejalan dengan hal tersebut untuk menyamakan persepsi dalam mendorong 

percepatan pembangunan Zona Integritas di seluruh Pengadilan Tinggi dan Negeri perlu 

dilakukan penyempurnaan terhadap Buku Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona 

Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani (WBBM) yang tahun sebelumnya telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal 

Badan Peradilan Umum. 

Semoga buku pedoman ini dapat bermanfaat untuk seluruh pengadilan di 

lingkungan peradilan umum dalam rangka mewujudkan Zona Integritas di satuan 

kerjanya masing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakarta,  7 Februari 2020 

 

DIREKTUR JENDERAL 

BADAN PERADILAN UMUM, 

 

 

 

 

PRIM HARYADI 
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LANGKAH – LANGKAH STRATEGIS YANG HARUS DILAKSANAKAN 

UNTUK MENCAPAI PREDIKAT WBK/WBBM 

 

 Untuk meraih predikat WBK / WBBM harus memenuhi penilaian minimal sebagai berikut  

 

 

 
 
 
 
 

  

NO SYARAT WBK WBBM 

1 Nilai Total (Pengungkit dan Hasil)  75 

minimal nilai pengungkit 40 

Bobot nilai per area minimal 

60% 

85 

minimal nilai pengungkit 48 

Bobot nilai per area minimal 

75% 

2 Nilai komponen hasil “Terwujudnya 

Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” 

18,5 dari max 20 18,5 dari max 20 

3 Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti 

Korupsi” 

13,5 dari max 15 13,5 dari max 20 

4 Nilai sub-komponen “Persentasi TLHP” 5 dari max 5 5 dari max 5 

5 Nilai komponen hasil “Terwujudnya 

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

kepada Masyarakat” 

16 18 

6 Seluruh Pejabat dan Pegawai telah 

menyerahkan LHKPN dan LHKASN 

Wajib Wajib 

1.

KOMITMEN 
PIMPINAN

2. KOMITMEN 
BERSAMA

3. 
AMATI, TIRU, 
MODIFIKASI 

(ATM)

4.
KUALITAS 

PELAYANAN

5.

INOVASI

6. 
MONITORING 

DAN EVALUASI

7. 
MANAJEMEN 

MEDIA
INFORMASI

LANGKAH-LANGKAH 

STRATEGIS UNTUK 

MENCAPAI WBK/WBBM 
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Komitmen dan Tekad Pimpinan merupakan kunci penting keberhasilan pembangunan 

zona integritas. Seorang Pimpinan harus mampu menjadi yang terdepan, memimpin 

pelaksanaan pembangunan zona integritas. 
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Pengarahan secara informal oleh KPT Semarang Pengarahan oleh KPT Makassar 

Pengarahan oleh KPN Oelamasi Pengarahan oleh KPN Surakarta 
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Pembangunan Zona Integritas tidak bisa dilakukan seorang diri, Pimpinan khususnya 

Ketua Pengadilan harus bisa menularkan komitmen dan tekad tersebut kepada seluruh 

bawahannya. seorang pimpinan harus bisa merangkul seluruh komponen pengadilan 

untuk melaksanakan pembangunan zona integritas secara bersama –sama.  

KPN dan KPT Makassar bersama-sama melakukan evaluasi 

terhadap pelaksanaan PTSP PN Makassar 
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KPN Oelamasi beserta Jajarannya bersama-sama menyusun 

strategi pembangunan zona integritas 

KPN Lubuk Sikaping dan seluruh Jajarannya membangun komitmen 

bersama untuk merubah pola pikir dalam upacara 
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KPN dan Jajaran PN Sabang bersama-sama membangun tim kerja ZI 
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Bersama-sama menciptakan lingkungan kerja yang nyaman 

(perubahan mindset dan culture set) 
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Melakukan studi banding ke satker-satker atau instansi lain yang telah meraih predikat 

WBK/WBBM atau satker yang dapat dijadikan percontohan. Setelah melakukan studi banding,  

ditindaklanjuti dengan melakukan modifikasi terhadap apa yang ditiru, sehingga hasilnya bisa 

optimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studi banding PN Sawahlunto pada PN Palembang 

Studi banding PN Sampit ke PN Bangil 
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Studi banding PN Liwa ke KPPN 

Studi banding PN Probolinggo ke PN Surabaya 
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Studi banding PT DKI Jakarta, PN Jakarta Selatan, PN Jakarta Timur  
dan PN Jakarta Barat ke Kejari Jakarta Selatan yang telah 

mendapatkan predikat WBK/WBBM 

KPN Tanjung Karang memberikan arahan langsung kepada salah satu 

pengadilan negeri yang melakukan studi banding 
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Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menyediakan fasilitas yang lebih baik, 

semangat melayani dan inovasi pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dan 

harapan masyarakat. Budaya senyum,salam,sapa dan profesionalisme dalam melayani 

benar-benar diterapkan. 
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Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN Gorontalo 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN Cikarang 
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Inovasi pelayanan yang dibuat harus bermanfaat baik bagi masyarakat baik inovasi yang 

menggunakan IT maupun inovasi yang tidak menggunakan sarana IT. 

Inovasi yang dibuat untuk menyelesaikan permasalahan/hambatan dalam memberikan 

pelayanan 
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Melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program 

yang sedang dijalankan tetap berada di jalurnya dan umpan balik perbaikan 
  

RAPAT EVALUASI ZI PN SIMPANG TIGA REDELONG 

RAPAT EVALUASI ZI DAN APM PN TANJUNG KARANG 
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Rapat monev berkala pada PN Singaraja 
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Untuk mendapatkan predikat WBK syarat minimal dari Survei Persepsi Korupsi adalah 

3,6 dan Survei Kepuasan Masyarakat adalah 80%. Oleh karenanya untuk merubah 

persepsi masyarakat bahwa sudah banyak perubahan di pengadilan negeri harus 

dilakukan public campaign secara terus menerus. 
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  PENGADILAN NEGERI SAMPIT 
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6 PROGRAM DALAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 

7 (tujuh) langkah strategis sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya 

diterapkan pada 6 program pembangunan zona integritas, yaitu : 

- Manajemen Perubahan 

- Penataan Tatalaksana 

- Penataan Sistem Manajemen SDM 

- Penguatan Akuntabilitas Kinerja 

- Penguatan Pengawasan 

- Penguatan Kualitas Pelayanan Publik 
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I. MANAJEMEN PERUBAHAN 

Manajemen Perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan 

konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set) serta budaya kerja (culture 

set) individu pada satuan kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai 

dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas. Perubahan 

mindset / pola pikir dan perbaikan pelayanan di lingkungan peradilan umum 

dimulai sejak pelaksanaan akreditasi. Program akreditasi mempermudah 

pembangunan zona integritas di lingkungan peradilan umum. 

1. Tim Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rapat Tim Kerja Pembangunan ZI PN Pelaihari 

Rapat Tim Kerja Pembangunan ZI PN Denpasar 
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2. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas 
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3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapat Evaluasi PN Tilamuta 

Rapat Evaluasi Pembangunan ZI PN Metro 
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Hasil monev nomor antrian ptsp yang sebelumnya manual  ditindak lanjuti menjadi nomor 

antrian elektronik 
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4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prestasi sebagai agen perubahan berimbas kepada  

peningkatan karir / promosi pada PN Yogyakarta 
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Ketua PN Yogyakarta ikut aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat 

 

Ketua PN Bangkinang memberikan pelayanan kepada masyarakat 
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PN Kandangan melaksanakan penyuluhan hukum bagi masyarakat 

Penandatanganan MoU e-Sign PN Sekayu dengan Pemkab Musi Banyuasin 
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II. PENATAAN TATALAKSANA 

Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas 

sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur. 

1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama 
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RAPAT EVALUASI SOP DI PN GARUT 

Rapat Evaluasi Sop Layanan Dengan Melibatkan Masyarakat Di PT Tanjung Karang 

Rapat Evaluasi SOP DI PN GARUT 
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2. E-Office 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikasi Biaya Sita Jaminan/Eksekusi/Lelang 

Aplikasi Biaya Konsinyasi 
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3. Keterbukaan Informasi Publik 
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III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 

Meningkatkan profesionalisme SDM Pengadilan pada Zona Integritas 

menuju WBK/WBBM 

1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi 
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2. Pola Mutasi Internal 
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3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PN Sukabumi mengadakan Bimtek SIPP 3.3.0 
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4. Penetapan kinerja individu  
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5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosialisasi Kode Etik Dan Integritas Panitera dan Jurusita PN Pangkalpinang 

Sosialisasi Kode Etik Dan Integritas Panitera dan Jurusita PN Pangkalpinang 
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6. Sistem Informasi Kepegawaian 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem Informasi Elektronik Baperjakat 

Sistem Informasi Elektronik Cuti 
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IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS 

Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pengadilan sebagai bentuk 

pertanggung jawaban kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan 

tertinggi negara. 

1. Keterlibatan pimpinan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua PN Kuningan memimpin rapat pembahasan LKjIP 

Ketua PN Liwa memimpin rapat pembahasan RENSTRA dan LKjIP 
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Pimpinan PT Jayapura memantau pencapaian kinerja secara berkala 

Pimpinan PT Surabaya  memantau pencapaian kinerja secara berkala 
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2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Penandatanganan PKT PN Pelaihari 
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V. PENGUATAN PENGAWASAN 

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan 

pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi,Kolusi,Nepotisme pada 

instansi pemerintah. 

1. Pengendalian Gratifikasi 
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Pemberian Sertifikat ISO-Sistem Manajemen Anti Penyuapan 

(SMAP) kepada 7 PN 
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2. Penerapan SPIP 
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3. Pengaduan Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

127 | 1 8 7  
 

 

4. Whistle-Blowing System 
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5. Penanganan Benturan Kepentingan 
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6. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai 
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VI.  PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 

Merupakan upaya meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik 

pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai 

kebutuhan dan harapan masyarakat 

1. Standar Pelayanan 
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2. Budaya Pelayanan Prima 
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Fasilitas pelayanan prima pada PN Pelaihari 



 

143 | 1 8 7  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

144 | 1 8 7  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

145 | 1 8 7  
 

 

3. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan 
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Ruang Tamu Terbuka 
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  SEBELUM 

SESUDAH 
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Ruang posyankum diubah 

menjadi posbakum 
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Before After 
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Before After 

Belum ada publikasi / sosialisasi kepada 

masyarakat umum 

 

Sudah ada publikasi / sosialisasi kepada 

masyarakat umum 
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Before After 

Lobi Kantor tidak steril karena tidak ada 
pintu  Kantor sudah dalam keadaan steril  
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BEFORE AFTER 
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Before After 

Pelatihan petugas PTSP 
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AFTER BEFORE 
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AFTER BEFORE 
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AFTER BEFORE 
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